43193.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

EVALUASI KEBIJAKAN PENILATAN KINERJA PNS

(Studi Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1979 Tentang DP 3 Menjadi PP
Nomor 46 Tahun 2011 Tentang SKP Pada Kantor UPT
Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun)

]
.
]

h__

[/

UNIVERSITAS TERBUKA
TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik

\ ||

Disusun Oleh :

NOFFIA ZARINA
NIM. 500627632

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2017

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



43193.pdf

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PENILAJAN KINERJA PNS
(STUDIPERUBAHAN PP NO. 10 TAHUN 1979 TENTANG DP 3
MENJADI PP NO. 46 TAHUN 2011 TENTANG SKP PADA KANTOR UPT
DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARIMUN)

Noffia Zarina
noffiazarina@yahoo.co.id

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan (a) untuk mengevaluasi kebijakan penilaian kinerja PNS
PP Nomor 10 tahun 1979 menjadi PP No. 46 tahun 2011 tentang SKP pada
kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun, (b) untuk mengetahui
hambatan dan masalah yang dihadapi PNS dalam merealisasikan PP No. 46 tahun
2011 tentang SKP pada kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sehingga dalam
memperoleh data diperlukan kegiatan observasi berupa wawancara terhadap
responden untuk memperoleh data primer dan mengumpulkan dokumen dari
berbagai sumber untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan
pemberlakuan PP No. 46 tahun 2011 di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Karimun dapat meningkatkan semangat kerja PNS, lebih disiplin, lebih rajin dan
memiliki target capaian. Masalah yang dihadapi PNS dari adanya kebijakan
pemerintah terhadap PP No. 46 tahun 2011 di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Karimun adalah penyusunan SKP yang sering terlambat bahkan belum
diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan kesulitan tim penilai
dalam melakukan.

Kata Kunci : Kebijakan Penilaian Kinerja PNS dan PP No. 46 Tahun 2011
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EVALUATE THE POLICY OF ACHIEVEMENT ASSESSMENT FOR THE
GOVERNMENT OFFICERS FROM GOVERNMENT REGULATION NO. 10
1979 to GOVERNMENT No. 46 2011 ABOUT THE EMPLOYEE
PERFORMANCE GOALS AT THE EDUCATIONAL TECHNICAL
IMPLEMENTATION UNIT OF KARIMUN SUB DISTRICT

Noffia Zarina
noffiazarina@yahoo.co.id

Postgraduate Program
Open University

ABSTRACT

The purpose of this research are (a) to evaluate the policy of achievement
assessment for the Government Officers from PP No. 10 1979 to PP No. 46 2011
about the SKP at the Educational Technical Implementation Unit of Karimun Sub
District, (b) to acknowledge the obstacles and problems that the officers face in
realizing PP No. 46 2011 about the SKP at the Educational Technical
Implementation Unit of Karimun Sub District. This research was conducted by
descriptive qualitative method to gain the needed data for the observation activity
such as interviewing the respondents for the primer data and collecting documents
for the secondary data. The results of this research showed that the enforcement of
PP No. 46 2011 at the Educational Technical Implementation Unit of Karimun
Sub District was able to improve the employees’ morale, become more discipline
and have achievement goals. The employees’ problem of the government policy at
the Educational Technical Implementation Unit of Karimun Sub District is the
SKP drafting which are often too late even not completed in accordance with the
prescribed time limit and the difficulties faced by the assessment team.

Keywords : The Policy of achievement assessment for the government officers,
and Government Regulation No. 46 2011
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor UPT Dinas yang merupakan salah
satu unit yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Satuan
Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di Kabupaten Karimun yang berbentuk dinas,
yang mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan
Pemerintah Daerah di bidang pendidikan (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten
Karimun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Dinas Daerah Kabupaten Karimun). Dinas Pendidikan Kabupaten karimun dalam
menjalankan tugasnya dibantu oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis ) yang terdiri
dari 5 (lima) UPT Dinas Pendidikan, yakni : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Karimun, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Meral, UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Moro, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kundur, dan UPT Dinas

Pendidikan Kecamatan Kundur Utara

B. Hasil Wawancara
Pertanyaan pertama yang sama untuk semua responden menyatakan
apakah responden mengetahui mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun
2011 tentang Penilaian Kinerja PNS (SKP) ?,
Dari 6 informan yang ada semua nya menjawab sudah, Karena
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 ini memang

sudah berlaku sejak tahun 2014 dan ini diketahui oleh semua Pegawai
Negeri Sipil khususnya di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun.

64
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Pertanyaan kedua juga sama untuk semua responden yang menanyakan
tentang kapan biasanya responden membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dari 6
responden jawabannya beragam.

3 (tiga) orang yang terdiri dari Kepala UPT, Kasubbag TU dan Pengolah
Data Dan Informasi menjawab pada awal tahun.

2 (dua) orang yang terdiri dari Pengadministrasi Umum dan Satuan
Pengamanan Kantor menjawab pada akhir tahun.

I (satu) orang yaitu Pengadministrasi Keuangan menjawab pada
pertengahan tahun.

Pertanyaan ketiga masih sama untuk semua responden yaitu untuk

mengetahui apakah responden mampu/ tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai,

Kepala UPT, Kasubbag TU dan Pengolah Data Dan Informasi menjawab
iya / mampu.

Pengadministrasi Umum dan Satuan Pengamanan Kantor menjawab tidak
bisa/ tidak mampu.

Sedangkan 1 (satu) orang yaitu Pengadministrasi Keuangan memberi
Jawaban bahwa: “belum mampu sepenuhnya dan masih minta bantuan dari
orang lain untuk menyusun Sasaran Kerja Pegawai.”

Pertanyaan keempat untuk semua responden apakah ada perubahan kerja
selaku pegawai setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011,

Kepala UPT menjawab :

“Jelas ada, pada saat penilaian kinerja melalui DP3 para pegawai / staf itu
tidak tahu persis apa yang dilakukan meskipun tupoksi sudah ada. Dengan
berubahnya penilaian menjadi SKP tiap — tiap perorangan sudah membuat
rencana kerja masing — masing, melaksanakannya dan mengevaluasi apa
yang sudah dibuat pada akhir tahun. Artinya tiap — tiap orang / staf sudah
melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang direncanakan dan memberi
penilaian pada pekerjaan tersebut”

Kasubbag TU menjawab :

“Ada, dengan adanya PP No. 46 tahun 2011 tiap PNS maupun honorer di
kantor mempunyai catatan — catatan pribadi untuk dijadikan bukti pada
realisasi SKP pada akhir tahun, sehingga secara tidak langsung
meningkatkan kedisiplinan pegawai itu sendiri. Untuk honorer tetap
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membuat SKP , karena ini juga sebagai syarat untuk memperpanjang
kontrak mereka setiap tahun.”

Pengadministrasi Umum menjawab :

“Perubahan secara signifikan tidak ada, hanya sekarang lebih dituntut
(lebih) bekerja dengan optimal karena adanya penilaian terhadap kinerja
pribadi masing — masing, dan hal ini diharapkan bisa meningkatkan
kedisipitinan dan kemajuan dalam melaksanakan tupoksi.”

Pengadministrasi Keuangan menjawab :

“Perubahannya kami membuat catatan kerja setiap hari, dan ini dilaporkan
setiap akhir bulan ke atasan untuk diminta pengesahan. Selain itu ada
perubahan juga untuk kehadiran , khususnya apel pagi dan apel sore.”

Pengolah Data Dan Informasi menjawab dengan sangat singkat :

“Ada, untuk memacu kinerja dari hasil penilaian / capaian target yang
didapat.”

Satuan Pengamanan Kantor menjawab :

“Menurut saya perubahan dalam penilaian iya, tetapi perubahan dalam
kinerja belum secara maksimal.”

Pertanyaan kelima yang sama diberikan terhadap responden yaitu
kendala yang biasa anda/saudara/i hadapi dalam penyusunan SKP.

Kepala UPT menjawab :

“Sebagai atasan kendala yang dihadapi itu tidak ada. Tetapi secara
keseluruhan pada kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun
meskipun terdapat tumpang tindih dalam bekerja, tetapi apa yang
dikerjakan terekam dalam buku harian masing — masing, apa pun yang
dikerjakan dan belum dikerjakan setiap hari. Untuk diketahui pada kantor
UPT setiap orang membuat catatan apa yang dikerjakan setiap harinya dan
ini menjadi pertanggungjawaban realisasi target kerja staf tersebut. Dan
sebagai atasan pejabat penilai apabila ada tugas tambahan a,b atau c,
pegawai tersebut harus siap melaksanakannya, dan ini menjadi catatan
tugas tambahan nantinya.”

Kasubbag TU menjawab :

“untuk pribadi tidak ada, tetapi sebagai pejabat penilai ada kendala yang
dihadapi, yaitu pegawai ada bekerja diluar dari tupoksi mereka, ini
dikarenakan penempatan mereka seharusnya bukan di UPT , tetapi karena
SK sudah di UPT, mau tidak mau mereka bekerja disitu.”
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Pengadministrasi Umum menjawab :
“Belum mengerti sepenuhnya bagaimana pengisian SKP, dan selama ini
minta bantuan teman.”

Pengadministrasi Keuangan menjawab : “Belum mengerti benar bagaimana
penyusunan SKP, saya minta bantuan teman yang mengerti.”

Pengolah Data Dan Informasi menjawab: “ada, tidak sesuai dengan tupoksi
yang ada dan banyaknya kerja tambahan. Ini dikarenakan ada beberapa
jabatan yang dipegang oleh banyak staf, dan apalagi kami yang PNS
belakangan masuknya dari honorer, dan mereka para honorer sudah sangat
mahir dalam menjalankan tupoksi. Ini sangat menghambat kami untuk
merealisasikan pelaksanaan SKP sesuai dengan yang diharapkan.”

Satuan Pengamanan Kantor menjawab :“Belum mengerti sepenuhnya
bagaimana pengisian SKP, dan selama ini minta bantuan teman.”

Pertanyaan keenam sama untuk semua informan, yaitu apakah ada
hukuman / sanksi yang dikenakan pada pegawai yang tidak menyusun SKP di
UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun,

Jjawaban untuk semua responden / informan adalah sama, yaitu : ada.

Selanjutnya untuk pertanyaan ketujuh berkaitan dengan pertanyaan
nomor enam apa bentuk hukuman / sanksi apabila ada.

Kepala UPT, Kasubbag TU, Pengadministrasi Umum, Pengolah Data Dan
Informasi dan Satuan Pengamanan Kantor menjawab hamper sama,
yaitu: “Yang bersangkutan dipanggil untuk ditanyai alasan mengapa SKP

di awal tahun tidak disusun, dan akan diberikan solusi atas permasalahan
yang bersangkutan.”

Sedangkan ada tambahan sedikit jawaban dari Pengadministrasi Keuangan
yaitu : “Diberikan teguran lisan terlebih dahulu, dan biasanya untuk SKP
langsung ada solusinya. Kecuali untuk kesalahan lain, biasanya kalau lisan
tidak dipedulikan, yang bersangkutan akan diberikan teguran tertulis. Tapi
ini jarang sekali terjadi.”

Pertanyaan kedelapan sama untuk semua responden yaitu sejauh mana

realisasi kerja berjalan terhadap target,
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Jawaban Kepala UPT sama dengan Kasubbag TU dan Pengolah Data Dan
Informasi yaitu : melebihi target.

Sedangkan jawaban Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Keuangan
dan Satuan Pengamanan Kantor sama, yaitu : sesuai largel.

Pertanyaan kesembilan dalam penelitian ini diabaikan karena untuk
Jjawaban pertanyaan kedelapan semuanya tidak ada yang dibawah target, jadi
alasan untuk melanjutkan pertanyaan tidak ada.

Untuk pertanyaan kesepuluh hanya atasan saja yaitu Kepala UPT dan
Kasubbag TU, pertanyaannya adalah sebagai pejabat penilai, apakah terdapat
kendala dalam pelaksanaan PP No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
khususnya prilaku kerja?.

Kepala UPT menjawab :“Pada prinsipnya kita tetap memberikan
pengarahan dan bimbingan. Sejauh ini dilihat dari kehadiran yang baik,
apabila ada pegawai yang melanggar, mereka masih bisa diberikan
pembinaan secara lisan, dan yang paling akhir teguran secara tertulis.”
Kasubbag TU menjawab :“Tidak, dilihat dari kehadiran yang baik, dan
apabila ada pegawai yang melanggar, mereka masih bisa diberikan
pembinaan secara lisan.”

Pertanyaan kesebelas berlaku untuk Kepala UPT dan Kasubbag TU yang
mana hal yang ditanyakan adalah bagaimana sikap anda dalam melakukan
penilaian prestasi kerja PNS di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun ? ,

Jawaban dari keduanya hampir sama yaitu : “Selain dapat mempertimbangkan
masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan kerja , saya selaku

atasan tetap melihat hasil dari realisasi yang dibuat pada SKP, apakah sesuai
dengan rencana / target yang dibuat.”

Pertanyaan terakhir berlaku untuk semua responden dan jawabannya
pun beragam, adapun hal yang ditanyakan adalah dilihat dari segi kesejahteraan,

apakah gaji, tunjangan, dan sejenisnya dibayarkan tepat waktu ?, berikan sedikit
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ulasan jawaban bapak / ibu mengenai kesejahteraan jika dikaitkan dengan dengan
pelaksanaan PP Nomor 46 tahun 2011 !.

Kepala UPT menjawab :“Untuk keterlambatan pembayaran pasti ada
pengaruh, namun selaku pimpinan kita memberi pengertian terhadap diri
sendiri, begitu juga dengan staf, kita berikan alasan - alasan yang terbuka
sebab keterlambatan tersebut. Apabila dikaitkan dengan kinerja UPT hal
ini tidak mempengaruhi, tugas melayani tetap dilaksanakan dengan baik
sebagaimana mestinya. Namun selaku pimpinan, tetap berharap kepada
pihak yang terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk merealisasikan
tepat waktu. Jika dikaitkan dengan PP Nomor 46 Tahun 2011
keterlambatan ini bisa didefinisikan sebagai alasan  untuk memberi
tunjangan yang berbeda sesuai dengan kinerja PNS, akan tetapi sampai
saat ini hal itu belum terlaksana, khususnya dikantor UPT Dinas
Pendidikan Kecamatan Karimun.”

Kasubbag TU menjawab : “Kalau gaji paling hanya terlambat 1-2 hari saja,
bagi saya itu tidak masalah. Tetapi tunjangan setiap bulannya sering
terlambat, hal ini mungkin karena UPT menjadi tempat distribusi
pembayaran sekolah-sekolah, apabila sekolah lambat mengantarkan
amprah, hal ini berpengaruh juga akan keterlambatan pembayaran untuk
bulan depannya. Secara pribadi keterlambatan ini tidak menganggu
pekerjaan saya, tetapi sebagai Kasubbag Tu saya merasa ada beberapa
dari staf yang mengeluh, apalagi rata — rata pegawai untuk gaji itu sudah
tidak full lagi penerimaannya, karena sudah dipotong pinjaman bank.
Mereka sangat mengharapkan sekali tunjangan itu untuk menambah
pemasukan bulanan, tetapi dengan sering terlambatnya pembayaran hal ini
sedikit berpengaruh terhadap kinerja. Tetapi saya masih menunggu apakah
keterlambatan ini nantinya akan mewwjudkan pelaksanaan PP Nomor 46
Tahun 2011 akan adanya perbedaan besaran tunjangan tiap Pegawai
Negeri Sipil sesuai dengan kinerja mereka.”

Pengadministrasi Umum menjawab :‘“Pembayaran gaji biasanya tepat
waktu, kalaupun terlambat hanya beberapa hari saja, tetapi untuk
tunjangan dari daerah sangat terlambat tiap bulannya, tetapi tidak
berpengaruh dengan kerja saya secara pribadi, karena sudah menjadi
tanggung jawab saya untuk bekerja sebagai PNS. Tetapi apabila uang
untuk operasional sehari hari ( kebutuhan hidup ) yang terlambat, tentu
saja berpengaruh terhadap kerja. Tetapi karena saya ditempatkan di kantor
UPT yang pekerjaan nya tidak begitu banyak, dikarenakan jabatan yang
saya emban diangku oleh beberapa orang, jadi terkesan tidak bekerja
terlalu keras. Kesimpulannya terlambat atau tidak gaji / tunjangan yang
saya terima tidak begitu mempengaruhi terhadap pekerjaan saya. Dan
untuk pembayaran tunjangan sesuai dengan kinerja sampai saat ini belum
terealisasi sama sekali.”
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Pengadministrasi Keuangan menjawab :“Untuk gaji masih dibawah
tanggal 5, dan itu sudah biasa terjadi, belum dikategorikan terlambat. Akan
tetapi untuk tunjangan dari daerah itu terlambat dikarenakan UPT
mengelola tunjangan guru dibawah kawasan kerja UPT, dan itu harus
benar-benar teliti agar tidak terjadi kesalahan pada saat pembayaran.
Selain itu pengumpulam amprah dari sekolah yang tidak tepat waktu sedikit
mempengaruhi keterlambatan . keterlamatan ini jika dikaitkan dengan
kinerja saya itu tidak mempengaruhi sama sekali, karena sebagai PNS saya
berkewajiban bekerja dengan baik. Dan untuk pembedaan besarnya
tunjangan sesuai dengan kinerja tiap personil belum ada sama sekali.”

Pengolah Data Dan Informasi menjawab: “Terlambat , ini dikarenakan
terlambatnya pihak sekolah mengirimkan amprah, sehingga terlambat juga
pembayaran untuk kedepannya. Tetapi bagi saya hal ini tidak
mempengaruhi terhadap kerja saya dikantor. Dan selama ini masih sama
besar tunjangan tiap PNS yang ada di Kantor.”

Satuan Pengamanan Kantor menjawab :“Terlambat, dan ini bagi saya
sangat mempengaruhi kinerja, karena salah satu faktor kinerja yang baik
itu diiringi dengan kesejahteraan yang didapat sesuai dengan waktunya.
Dan hal ini saya harap menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan,
bagaimana kesejahteraan pegawai diberikan tepat waktu. Ini pun menjadi
tanda tanya besar bagi saya , apakah keterlambatan ini akan
merealisasikan pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 akan adanya
perbedaan besarya tunjangan bagi tiap PNS sesuai dengan capaian kerja,
tetapi hingga saat ini besar tunjangan yang kami terima masih sama.”

C. Pembahasan

Secara garis besar Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di UPT Dinas
Pendidikan Kecamatan Karimun mengetahui akan adanya aturan baru terkait
dengan Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah No. 46
Tahun 2011. Hal ini lebih dijelaskan lagi berdasarkan hasil wawancara.
Keberadaan dari Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011 sebagai upaya dalam
penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1979. Peraturan
Pemerintah No. 46 tahun 2011 ini mengatur mengenai penilaian prestasi kerja

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil adalah
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suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai
terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil

Pertanyaan pertama dari 6 informan yang ada semua nya menjawab sudah,
karena pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 ini memang
sudah berlaku sejak tahun 2014 dan ini diketahui oleh semua Pegawai Negeri
Sipil khususnya di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun. Dari jawaban
yang dikumpulkan yang menjawab pada awal tahun adalah respondén yang
mengerti bagaimana pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011.
Hal ini sesuai dengan teori Menurut Dwiyanto Indiahono (2009: 141-145), proses
politik kebijakan publik meliputi:
a. Pernyataan Kebijakan

Adalah pernyataan pemerintah atas suatu kebijakan yang diambil untuk
menyelesaikan atau terkait dengan masalah publik tertentu. Setiap pernyataan
kebijakan tersebut harus sudah mendapatkan pernyataan legitimasi dari pihak
hukum. Pernyataan kebijakan harus diketahui oleh publik dengan sebaik-baiknya,
sehingga dibutuhkan proses sosialisasi secara detail.
b. Implementasi Kebijakan

Menunjuk kepada apakah kebijakan yang disusun tersebut dilaksanakan
seperti yang telah direncanakan, apakah benar-benar teraplikasi di lapangan dan
apakah benar-benar mampu mengatasi masalah publik.
¢. Evaluasi Kebijakan

Yaitu menilai keberhasilan / kegagalan kebijakan berdasarkan indikator
yang telah ditentukan. Dan apabila kebijakan tersebut dinyatakan gagal mengatasi

permasalahan publik, maka nantinya akan dibuat kebijakan yang baru lagi dan
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belajar dari pengalaman sebelumnya. Inilah yang disebut dengan analisis
kebijakan yang dinamis.

Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor yang memiliki
keterkaitan satu sama lain. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, para
ahli juga memeparkan pendapatnya yakni Model George C Edwards III.

Model implemantasi kebijakan ini berperspektif top down. Subarsono
(2011: 90) berpendapat bahwa faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan
terdiri atas komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-
faktor tersebut tidak hanya berdiri sendiri nmamun juga saling berkaitan.
Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini peneliti dapat
menjelaskan variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai

berikut:

Komunikasi

4 \

Sumber Daya

T~
/

Disposisi

Nl

Struktur Birokrasi

Implementasi

Gambar 4.1 Faktor Penentu Implementasi menurut Edward 11
Sumber : Edward IiI ( dalam Subarsono, 2011:91)

a) Komunikasi
Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana
harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain

itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasikan mengenai kebijakan
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yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu sosialisasi
kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi
kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan
media massa, elektronik, sosial dan lain-lain.

Komunikasi akan terwujud baik jika ada faktor-faktor yang meﬁjadikan
komunikasi tersebut berjalan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai
dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi antara lain (dalam Agustino,
2006:150-151):

(1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan
komunikasi yang baik pula.

(i) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksanaa kebijakan harus
Jjelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan.

(ii) Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu
kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas.

b) Sumber daya

Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah
sumber daya yang dimiliki oleh implementator. Sumber daya pendukung dapat
berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya
finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan
semestinya. Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja.

¢) Disposist

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan
ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa

yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan
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sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Faktor-faktor mengenai disposisi
implementasi kebijakan oleh George C. Edward III (dalam Agustino, 2006: 152-
153) antara lain:

(1) Pengangkatan birokrat

Disposisi atau sikap para pelaksana akan mengakibatkan permasalahan
yang akan timbul pada implementasi kebijakan jika personilnya tidak
melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
Oleh karena itu, pemilihan atau pengangkatan personil ‘untuk melaksanakan
kebijakan adalah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah
ditetapkan, khususnya pada kepentingan masyarakat.

(i1) Insentif

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk
mengatasi masalah para pelaksana cenderung melakukan manipulasi insentif.
Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingannya sendiri.
Manipulasi intensif yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi
tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau
biaya tertentu akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana
kebijakan melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukan untuk
memenuhi kepentingan pribadi dan organisasi.

d) Strukur birokrasi

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan
kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan
keberhasilan kebijakan. Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja

birokrasi menurut George C Edward III (dalam Agustino, 2006:153-154) yaitu:
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(i) Standard Operational Procedures (SOP)

SOP adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pegawai
(atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) berdasarkan dengan standar
yang ditetepkan (atau standar minimum yang dibutuhkan masyarakat) dalam
pekerjaannya.

(11) Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau
aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit- unit kerja, untuk
mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan.

Dari Pertanyaan kedua juga sama untuk semua responden yang
menanyakan tentang kapan biasanya responden membuat Sasaran Kerja Pegawai
(SKP), dari 6 responden jawabannya beragam. 3 (tiga) orang menjawab pada
awal tahun. 2 (dua) orang menjawab pada akhir tahun.1 (satu) orang menjawab
pada pertengahan tahun. Dari jawaban responden yang menjawab pada awal tahun
adalah responden yang memahami bagaimana pelaksanaan dari Peraturan
Pemerintah nomor 46 tahun 2011. Sedangkan yang menjawab pada pertengahan
tahun dan akhir tahun adalah responden yang belum mengerti akan pelaksanaan
Peraturan Pemerintah yang dimaksud. Hal ini dikaitkan dengan teori Dunn (2000 :
24) yang menyebutkan tahapan kebijakan publik sebagai berikut :

a. Fase Penyusunan Agenda

Agenda Setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam
realitas kebijakan publik. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai
masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu

tersebut berhak mendapatkan alokasi sumberdaya publik yang lebih daripada isu
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lain. Di sini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah
kebijakan pada agenda publik
b. Fase Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas
oleh para pembuat kebijakan. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai
alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Disini para pejabat merupakan
alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.
c. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan
rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah, namun warga negara
harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung. Dimana melalui
proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah. Disni alternatif kebijakan
dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan / atau kosensus
kelembagaan
d. Implementasi Kebijakan

Disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit - unit
administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama
finansial dan manusia
e. Penilaian / Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang
menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,
implementasi dan dampak. Di sini unit - unit pemeriksaan dan akuntansi menilai

apakah lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan telah memenuhi
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persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah
ditentukan.

Pertanyaan ketiga masih sama untuk semua responden yaitu untuk
mengetahui apakah responden mampu/ tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai, 3
orang menjawab menjawab iya / mampu. 2 (dua) orang menjawab tidak bisa/
tidak mampu sedangkan 1 (satu) orang memberi jawaban bahwa belum mampu
sepenuhnya dan masih minta bantuan dari orang lain untuk menyusun Sasaran
Kerja Pegawai. Taliziduhu Ndraha berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses
perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha
1989:201). Menurut Merilee S. Grindle (1980) bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi
kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of
implementation) Variabel isi kebijakan ini mencakup : (1) sejauh mana
kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan;
(2) jenis manfaat yang diterima oleh targe! groups, (3) sejauhmana perubahan
yang diinginkan dari sebuah kebijakan. (4) apakah letak sebuah program sudah
tepat. (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan

rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.
Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

(1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para

aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
(2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa

(3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
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Tujuan kebijakan pemerintah umumnya dibagi kedalam tiga tujuan utama
yaitu, efisiensi (efficiency), pemerataan (equity), dan ketahanan (security).
Effisiensi tercapai ketika alokasi sumberdaya ekonomi yang langka mampu
menghasilkan pendapatan maksimum, serta alokasi barang dan jasa yang
menghasilkan tingkat kepuasan konsumen yang paling tinggi. pemerataan
diartikan sebagai distribusi pendapatan diantara kelompok masyarakat atau
wilayah yang menjadi target pembuat kebijakan. ketahanan akan meningkat
apabila stabilitas politik maupun ekonomi memungkinkan produsen maupun
konsumen meminimumkan biaya penyesuaian.

Pertanyaan keempat apakah ada perubahan kerja selaku pegawai setelah
diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011, dari 6 (enam)
responden jawaban yang mereka berikan beragam. Berdasarkan hasil wawancara
dapat dilihat bentuk perubahan Pegawai Negeri Sipil dari adanya kebijakan
melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011 antara lain
menjadikan para Pegawai Negeri Sipil mempunyai catatan - catatan pribadi untuk
dijadikan bukti pada realisasi Sasaran Kerja Pegawai pada akhir tahun, sehingga
secara tidak langsung meningkatkan kedisiplinan pegawai itu sendiri dan hal ini
juga bisa dilihat dari rekapan absen mulai Januari - Oktober 2016, tetapi ada juga
menurut sebagian responden terdapat perubahan dalam penilaian saja, tetapi
perubahan kinerja belum secara maksimal. Seperti disampaikan oleh William N.
Dunn (2000 : 24) tentang kebijakan Publik. Dunn berpendapat bahwa evaluasi
kebijakan berkenaan dengan informasi yang diperoleh mengenai nilai atau
manfaat suatu kebijakan. Dalam mengevaluasi suatu kebijakan ada beberapa

indikator yang perlu digunakan (teord William Dunn (2003:610) salah satunya
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yaitu efektivitas. Efektifitas berkaitan dengan pertanyaan apakah hasil yang
diinginkan telah dicapai? (Dunn, 2003:610). Efektifitas itu yakni (a) Seberapa
jauh suatu kebijakan mencapai tujuan, (b) Mengetahui apakah suatu kebijakan
berhasil atau gagal. Dengan melihat pada tingkat efektivitasnya, maka dapat
disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, (¢) Memenuhi aspek
akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka
dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik
sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program
pemerintah, (d) Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan.
Pertanyaan kelima yaitu kendala yang biasa dihadapi dalam penyusunan
SKP. Berdasarkan hasil wawancara yang pendapatnya beragam, dalam
penyusunan SKP ini juga para PNS di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Karimun terdapat hambatan / kendala yang mereka hadapi, walaupun hanya
sebagian kecil saja, bahwasanya masih ada yang belum memahami betul
penerapan SKP itu. Penerapan kebijakan ini dianggap oleh sebagian kecil PNS di
UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun sebagai sesuatu yang memberatkan
ditengah semakin banyaknya tugas yang didapatkan dari atasan. Hal ini dijadikan
sebagai alasan bagi PNS tersebut beranggapan bahwa kebijakan tersebut tidak
memberikan perubahan yang signifikan tetapi hanya menciptakan kedisiplinan
dan peningkatan kinerja yang bersifat terpaksa karena aturan yang sudah bersifat
mengikat. Tetapi kendala-kendala tersebut tidak menghalangi PNS untuk
berkinerja, dari hasil wawancara ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari
solusi dari permasalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan

oleh Dunn, 2003:610, mengenai efesiensi. Efisiensi adalah Seberapa banyak usaha
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diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam penyusunan SKP ini
juga para PNS di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun terdapat hambatan /
kendala yang mereka hadapi, walaupun hanya sebagian kecil saja, bahwasanya
masih ada yang belum memahami betul penerapan SKP itu. Ada permasalahan
yang sangat sulit dihadapi dalam merealisasikan Peraturan Pemerintah No. 46
tahun 2011 ini pada kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun, hal ini
berdasarkan hasil wawancara tidak sesuai dengan tupoksi yang ada dan
banyaknya kerja tambahan. Ini dikarenakan ada beberapa jabatan yang dipegang
oleh banyak staf, dan apalagi PNS belakangan masuknya dari honorer, dan
mereka para honorer sudah sangat mahir dalam menjalankan tupoksi. Ini sangat
menghambat  untuk merealisasikan pelaksanaan SKP sesuai dengan yang
diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut teori Dunn ( 2003:610)
tentang kecukupan tidak tercapai pada kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Karimun. Karena dalam pemecahan masalah ini melibatkan banyak pihak.
Adanya tenaga honorer yang sudah lama di UPT, juga adanya beberapa orang
untuk melakukan tugas yang sama.

Pertanyaan keenam dan ketujuh itu saling berkaitan sama untuk semua
informan, yaitu apakah ada hukuman / sanksi yang dikenakan pada pegawai
yang tidak menyusun SKP di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun,
jawaban untuk semua responden / informan adalah sama, yaitu : ada. Keberadaan
sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak membuat dan menyusun SKP
terdapat juga di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun. Bentuk sanksi yang
diberikan oleh atasan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak membuat atau

menyusun SKP adalah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipanggil oleh
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atasan untuk diminta alasan atau keterangan terkait dengan tidak disusunnya SKP
di awal tahun. Namun, pemanggilan tersebut selalu ada jalan penyelesaian dan
solusi yang ditawarkan oleh atasan terkait dengan kendala yang dihadapi Pegawai
Negeri Sipil dalam penyusunan SKP. Jika pemanggilan dari atasan tersebut belum
mampu memberikan suatu solusi, maka akan ada pemanggilan dari Kepala UPT
untuk diminta penjelasan atau dilakukan mutasi jika tidak ditemukan jalan
keluarnya. Hal ini disampaikan juga oleh Carl J. Friedrick mengartikan kebijakan
sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-
hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan
tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Hal ini diartikan secara luas
karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu. Selain itu, gagasan
bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud layak
mendapatkan perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai bagian definisi
kebijakan publik yang penting sekalipun maksud atau tujuan dari tindakan —
tindakan pemerintah yang dikemukakan dalam definisi ini mungkin tidak selalu

mudah dipahami.

Responsivitas dari teori Dunn ( 2003:610) adalah sejauh mana hasil
kebijakan memuat preferensi / nilai kelompok dan dapat memuaskan pihak
tersebut. Ketika pihak yang menjadi sasaran dari kebijakan belum bisa
memuaskan akan menimbulkan tindakan kurang respon terhadap aturan-aturan
yang ditetapkan pemerintah dari kebijakan yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil

wawancara terhadap kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun pada saat
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penilaian kinerja melalui DP3 para pegawai / staf itu tidak tahu persis apa yang
dilakukan meskipun tupoksi sudah ada. Dengan berubahnya penilaian menjadi
SKP tiap - tiap perorangan sudah membuat rencana kerja masing — masing,
melaksanakannya dan megevaluasi apa yang sudah dibuat pada akhir tahun.
Artinya tiap — tiap orang / staf sudah melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang
direncanakan dan memberi penilaian pada pekerjaan tersebut.

Keberadaan sanksi bagi PNS yang tidak membuat dan menyusun SKP
terdapat juga di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun. Hal ini dapat dilihat
dari hasil wawancara yang sama hamper sama dari responden, pemanggilan oleh
atasan / pimpinan, untuk dipertanyakan apa kendala penyusunan SKP dan
diberikan solusi. Bentuk sanksi yang diberikan oleh atasan terhadap Pegawai
Negeri Sipil yang tidak membuat atau menyusun Sasaran Kerja Pegawai adalah
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipanggil oleh atasan untuk diminta
alasan atau keterangan terkait dengan tidak disusunnya Sasaran Kerja Pegawai di
awal tahun. Namun, pemanggilan tersebut selalu ada jalan penyelesaian dan
solusi yang ditawarkan oleh atasan terkait dengan kendala yang yang dihadapi
Pegawai Negeri Sipil dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai. Hal ini
disampaikan pada hasil wawancara. Jika pemanggilan dari atasan tersebut belum
mampu memberikan suatu solusi, maka akan ada pemanggilan dari Kepala UPT
untuk diminta penjelasan atau dilakukan mutasi jika tidak ditemukan jalan
keluarnya.

Hal senada diutarakan oleh Aprianti (2013) dalam penelitian terdahulu
yang berjudul “Pengaruh Penilaian Kinerja terhadap Disiplin Kerja Pegawai di

Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat” menjelaskan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



83
43193.pdf

bahwa derajat hubungan atau pengaruh variabel penilaian kinerja terhadap disiplin
kerja pegawai yang menunjukkan bahwa disiplin kerja pegawai dipengaruhi oleh
penilaian kinerja, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
Disamping itu, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel
penilaian kinerja terhadap disiplin kerja pegawai di bidangl pendidikan dasar
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, kinerja terhadap disiplin
kerja pegawai dibidang pendidikan dapat digeneralisasikan dan berlaku untuk
seluruh responden penelitian.

Pertanyaan kedelapan dan kesembilan juga saling terkait. Yaitu sejauh
mana realisasi kerja berjalan terhadap target, jawaban yang bernada positif untuk
semua responden, karena tidak ada yang dibawah target. Minimal sesuai target.
Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bingham dan Felbinger dalam
Yoenus ( dalam Lester dan stewart, 2000) membagi evaluasi menjadi empat jenis :

1. Evaluasi proses, yang fokus bagaimana proses implementasi suatu
kebijakan

2. Evaluasi impak, yang fokus pada hasil akhir satu kebijakan

3. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang
direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan

4. Meta-evaluasi, yang merupakan dari berbagai kebijakan yang terkait.

Sedangkan Purwanti (2008) evaluasi adalah proses pemberian makna atau
penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil
pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Sudiono, Anas (2005)
mengemukakan bahwa secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris

evaluation, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah value
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yang artinya nilai. Jadi istilah evaluasi menunjuk pada suatu tindakan atau suatu
proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam bahasa Inggris
dikenal dengan istilah Evaluation. Gronlund (1985) berpendapat evaluasi adalah
suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai
sejauh mana tujuan program telah tercapai. Pendapat yang sama juga
dikemukakan oleh Wrightstone, dkk (1956) yang mengemukakan bahwa evaluasi
pendidikan adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa kearah
tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum (Djaali & Pudji
Muljono, 2007).

Frey, Barbara A., and Susan W. Alman. (2003): Evaluation The systematic
process of collecting, analyzing, and interpreting information to determine the
extent to which pupils are achieving instructional objectives. (Artinya: Evaluasi
adalah proses sistematis pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi untuk
menentukan sejauh mana siswa yang mencapai tujuan instruksional). Mardapi,
Djemari (2003), penilaian adalah kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan
hasil pengukuran. Zainul, Asmawi dan Noehi Nasution (2001), mengartikan
penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan
informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang
menggunakan tes maupun nontes.

Untuk pertanyaan kesepuluh hanya atasan saja yaitu Kepala UPT dan
Kasubbag TU, pertanyaannya adalah sebagai pejabat penilai, apakah terdapat
kendala dalam pelaksanaan PP No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
khususnya prilaku kerja?. Pada prinsipnya selaku atasan tetap memberikan

pengarahan dan bimbingan. Sejauh ini dilihat dari kehadiran yang baik, apabila
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ada pegawai yang melanggar, mereka masih bisa diberikan pembinaan secara
lisan, dan yang paling akhir teguran secara tertulis. Menurut Merilee S. Grindle
(1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua
variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan
implementasi (context of implementation) Variabel isi kebijakan ini mencakup :
(1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau farget groups termuat dalam
isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target groups , (3) sejauhmana
perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. (4) apakah letak sebuah
program sudah tepat. (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan
implementornya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh

sumber daya yang memadai.
Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

(1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para

aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
(2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
(3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Pertanyaan kesebelas berlaku untuk Kepala UPT dan Kasubbag TU yang
mana hal yang ditanyakan adalah bagaimana sikap dalam melakukan penilaian
prestasi kerja PNS di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun ? , jawaban dari
keduanya hampir sama yaitu selain dapat mempertimbangkan masukan dari
pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan kerja , selaku atasan tetap
melihat hasil dari realisasi yang dibuat pada SKP, apakah sesuai dengan rencana /

target yang dibuat. Menurut Harold Laswell dalam Syafie ( 1992 : 35)
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menyatakan kebijakan adalah tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi
penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi
pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta
penilaian dan pemilihan kemungkinan. Menurut pendapat Harold Laswell
tersebut, kebijakan diartikannya sebagai tugas intelektual pembuatan keputusan
yang meliputi berbagai hal yaitu penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai
dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih
beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja

kebijakan di masa depan, serta melakukan penelitian dan evaluasi.

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menjamin
objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan berdasarkan sistem
prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
Prinsip penilaian prestasi kerja yang berada di lingkungan UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Karimun adalah Obyektif, Terukur, Akuntabel, Partisipatif,
Transparan.

1. Obyektif

Hasil penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun agar dapat terlihat obyektif dan sesuai
dengan tujuan khususnya harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut
Nawawi (2008:256) beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain
persyaratan Iimiah, terdiri dari :
a  Kesesuaian atau Relevansi

Indikator : - Kesesuaian tugas yang dinilai
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Indikator

c Akseptabel atau dapat diterima

Indikator

d  Praktis

Indikator

7
43193.pdf

dengan standar penilaian
Kesesuaian dimensi  penilaian
dengan unsur kerja yang dinilai
Penilaian kinerja harus dapat
membedakan  pekerjaan  yang
efektif dan tidak efektif

Persyaratan operasional

Penilaian kinerja secara jelas
menggambarkan perilaku dalam
pelaksanaan kerja dalam bidangnya

masing-masing.

Kemudahan penilai dalam
melaksanakan metode penilaian
Kemudahan dalam

pengadministrasiannya

Penilaian dikatakan objektif jika senantiasa memiliki kejelasan tujuan yang ingin

dicapai, penilaian objektif akan selalu mengacu pada aturan dan keteraturan,

penilaian objektif harus berpangkal pada adanya keinginan untuk menciptakan /

meningkatkan prestasi dan penilaian objektif tentunya harus dapat menciptakan

keselarasan, keserasian, dan keseimbangan (harmonisast).
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Obyektifitas dalam penilaian kerja Pegawai Negeri Sipil sangat penting
keberadaannya dalam menciptakan hasil penilaian yang bisa terukur. Penilaian
kerja Pegawai Negeri Sipil di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan
Kecamatan Karimun terlaksana secara obyektif tanpa adanya unsur nepotisme dan
kepentingan dari beberapa pihak. Penilaian secara obyektif ini akan dapat
membantu mengetahui mengenai tingkat prestasi kerja yang dimiliki Pegawai
Neger Sipil melalui tolak ukur yang telah ditetapkan oleh tim penilai.

Untuk memperoleh objektivitas dalam penilaian prestasi kerja digunakan
parameter penilaian berupa hasil kerja yang nyata dan terukur yang merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan tujuan organisasi, sehingga subjektivitas penilaian
dapat diminimalisir. Dengan demikian hanya Pegawai Negeri Sipil yang
berprestasi yang mendapatkan nilai baik.

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara obyektif dapat
diwujudkan dalam bentuk pihak penilai (atasan) harus melaporkan hasil penilaian
apa adanya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan
Pegawai Negeri Sipil, harus siap dievaluasi dan menerima hasil evaluasi dengan
lapang dada. Jika hal ini mampu diwuyjudkan, maka penilaian kinerja Pegawai
Negeri Sipil tidak hanya sekedar formalitas. Namun, mampu memberikan
kontribusi yang berarti bagi kemajuan di Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan Kecamatan Karimun khususnya dan sektor pendidikan pada
umumnya.

Pentingnya penilaian Pegawai Negeri Sipil secara obyektif karena yang
menilai dan yang dinilai akan mengerti dan memahami bahwa penilaian objektif

mempunyai tujuan yang jelas antara lain mengetahui kemampuan, keterampilan,
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kompetensi, prestasi, dan lain - lain. Pihak yang menilai dan yang dinilai memiliki
kesamaan dan kesatuan dalam pemikiran bahwa objektivitas penilaian itu
senantiasa berlandaskan pada aturan yang baku (standar) bukan keluar dari aturan
pribadi dan aturan itu akan selalu mengikuti keteraturan berkelanjutan, dengan
penilaian objektif Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dapat merasakan bahwa
segala daya upaya harus dilakukan untuk mencapai prestasi tertentu bukan hanya
berlandaskan “belas kasihan” semata atau mungkin ada personal interest lainnya
yang melatarbelakangi penilaian itu sehingga unsur objektivitasnya menjadi
kabur, selanjutnya penilaian objektif akan menciptakan harmonisasi antara
pendidik dan peserta didik yang dinilai (tidak akan muncul unsur kecurigaan
terhadap pendidik / penilai, semua sudah jelas, terukur, teratur dengan segala
aturan yang sudah diketahui oleh semua yang berkepentingan).
2. Terukur

Penilaian terukur berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan
menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi, sehingga penilaian
tersebut menghasilkan informasi yang akurat tentang aktivitas yang dilakukan
Pegawai Negeri Sipil di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun. Penilaian
kinerja Pegawai Negeri Sipil tersebut harus mengukur pencapaian dan
kompetensi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam
penilaian.
3. Akuntabel

Pengertian akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan

kedua hal tersebut, dimana pertanggungjawaban ini menyangkut sumber atau
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inputnya, sumber yang dilakukan dan juga output atau hasil yang didapatkan.
Sesuatu yang bersifat akuntabel selalu bisa dipertanyakan dan dipersalahkan serta
ada konsekuensinya. Akuntabel erat kaitannya dengan transparansi.

Penilaian akuntabel menyangkut berbagai hal yang terkait dengan
pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan publik, baik yang bersifat skala
kecil maupun skala besar. Dalam pelaksanaan dan proses operasionalnya
membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak atau pihak yang terkait. Prosedur
yang akuntabel sangat dibutuhkan sebagi wujud tanggung jawab kepada pihak-
pihak yang membutuhkan berbagai informasi administrasi.

Akuntabel dalam penilaian berarti menilai apakah berbagai informasi atas
aktivitas tertentu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak asal-asalan dalam
menilai. Dalam dunia kerja, akuntabel individual adalah seorang individu
(karyawan) harus tunduk dan berkewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan
bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada atasannya. Didalam pelaksanaannya,
sebuah lembaga dikatakan akuntabel jika mereka memiliki etika yang dekat dan
sesuai dengan ketentuan administrasi publik yang sesuai dengan konsep yang
telah diterapkan oleh lembaga tersebut. Suatu lembaga biasanya memiliki
kebijakan yang diterapkan dalam kegiatan operasionalnya, namun hal tersebut
tetap dalam batasan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
lembaga tersebut dapat melakukan segala macam kegiatan administrasinya secara
akuntabel. Salah satu lembaga yang menuntut kegiatannya harus akuntabel adalah
lembaga pemerintahan. Segala aktifitas yang berlaku di pemerintahan tersebut
harus menyangkut kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Jadi, akuntabel

dalam pemerintahan berarti pelaksanaan sistem pemerintahan dan lembaga-
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lembaganya selayaknya bisa diukur dan dipertanggung jawabkan kepada

masyarakat bukan untuk kepentingan bagi sekelompok orang.

4. Partisipatif

Partisipasi dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan
dan diikutsertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Penilaian
yang memiliki prinsip partisipatif menunjukkan adanya keterlibatan tim penilai
untuk mengikuti aktivitas yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai,
schingga akan menjadi lebih mudah dan jelas mengenai kompetensi yang dimiliki
oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai tersebut.

5. Transparan

Penilaian harus bersifat transparan dan pihak yang terkait harus tau
bagaimana pelaksanaan penilaian tersebut, dari aspek apa saja nilai tersebut
didapat, dasar pengambilan keputusan, dan bagaimana pengolahan nilai tersebut
sampai hasil akhirnya tertera, dan dapat diterima. Penilaian secara transparan ini
diperlukan untuk menghindari terjadinya unsur nepotisme yang terjadi antara
pihak yang menilai dengan pihak yang dinilai.

Pertanyaan terakhir berlaku untuk semua responden dan jawabannya pun
beragam, adapun hal yang ditanyakan adalah dilihat dari segi kesejahteraan,
apakah gaji, tunjangan, dan sejenisnya dibayarkan tepat waktu ?. Pemerataan
dalam teori Dunn ( 2003:610) menyatakan bahwa ketika biaya dan manfaat dari
hasil evaluasi kebijakan tidak dapat didistribusikan manfaat atau biaya secara
merata dirasakan oleh para sasaran dari kebijakan tersebut maka kegiatan evaluasi

belum bisa dikatakan berhasil, dan sebaliknya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



92
43193.pdf

Disini penulis mengaitkan pembiayaan dari gaji dan tunjangan yang
diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang berada di Kantor UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Karimun. Apakah keterlambatan tunjangan ini beralasan, misalnya
menunggu SKP yang diserahkan ke pihak yang membayar gaji / tunjangan.
Sehingga akan ada perbedaan besarnya tunjangan tiap Pegawai Negeri Sipil,
tetapi sampai saat ini keterlambatan pembayaran tunjangan tidak ada kaitannya
dengan pembedaan besaran tunjangan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan capaian
kerja pada Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun, ini sesuai dengan
hasil wawancara. Dari hasil wawancara responden menyampaikan pendapat yang
berbeda, ada yang menurun kinerjanya, tetapi ini beralasan, Sulistiyani (2003:189)
mengatakan bahwa kinerja pegawai akan lebih memberikan penekanan pada dua
faktor utama: (a) keinginan atau motivasi dari pegawai untuk bekera yang
kemudian akan menghasilkan usaha-usaha pegawai tersebut, (b) kemampuan dari
pegawai untuk bekerja. . Mitchell (1978;152) mengatakan bahwa kinerja yang
baik dipengaruhi oleh dua hal yaitu tingkat kemampuan dan motivasi kerja yang

baik.

Akan tetapi dapat dilihat disini bahwa terlambatnya tunjangan yang
diberikan bukan alasan untuk membedakan besaran tunjangan yang diterima oleh
tiap Pegawai Negeri Sipil, tetapi dengan alasan keterlambatan pengumpulan
amprah, atau banyaknya jumlah guru yang berada di bawah lingkungan UPT
Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun. Dapat dilihat hasil wawancara dengan
salah seorang responden yang menyatakan kalau untuk gaji masih dibawah
tanggal 5, dan itu sudah biasa terjadi, belum dikategorikan terlambat. Akan tetapi

untuk tunjangan dari daerah itu terlambat dikarenakan UPT mengelola tunjangan
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guru dibawah kawasan kerja UPT, dan itu harus benar-benar teliti agar tidak
terjadi kesalahan pada saat pembayaran. Selain itu pengumpulam amprah dari
sekolah yang tidak tepat waktu sedikit mempengaruhi keterlambatan

keterlambatan ini jika dikaitkan dengan kinerja saya itu tidak mempengaruhi sama
sekali, karena sebagai PNS saya berkewajiban bekerja dengan baik. Pembayaran
gaji biasanya hanya terlambat beberapa hari saja, tetapi untuk tunjangan sangat
terlambat tiap bulannya, ini dikarenakan menunggu amprah dari sekolah yang
lama, sehingga berakibat keterlambatan pembayaran tunjangan. Tetapi tidak
mempengaruhi terhadap kerja, karena tunjangan tersebut tetap dibayarkan meski

telat.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat
dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk
menentukan konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara
menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria
yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta
yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi
kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact)dan
bekerjanya atau suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan
langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Sundarso (1975:1)
kebijakan publik adalah apa pun yang dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun
batasan yang diberikan oleh Thomas R Dye ini agak tepat, namun batasan ini

tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh
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pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenamya dilakukan oleh Pemerintah.

Di samping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan - tindakan, seperti

pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang

sebenarnya berada diluar domain kebijakan publik. Dari yang disampaikan

Thomas dikaitkan pada Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun yang

berimbang tenaga honorer dengan Pegawai Negeri Sipil yang ada membutuhkan

suatu tindakan pemerintah dalam merealisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2011.

Wibawa,dkk dalam Yoenus (1993:10-11) evaluasi kebijakan memiliki 4

(empat) fungsi yaitu :

1. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan dan dapat
dibuat suatu generalisasi tentang pola — pola hubugan antar berbagai dimensi
realitas yang diamatinya. Hasil evaluasi dapat mengidentifikasi masalah,
kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan

2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan
oleh para pelaku, baik birokrasi ataupun pelaku lainnya, sesuai dengan
standard dan prosedur yang telah ditetapkan oleh kebijakan

3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampat ke
tangan kelompok sasaran kebijakan atau justru kebocoron atau penyimpangan.

4. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari
kebijakan tersebut.

Pengaruh dari adanya perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1979
menjadi Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011 terjadi suatu perubahan

mengenai kinerja PNS yang ada di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun.
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Berdasarkan penelitian ini bentuk perubahan Pegawai Negeri Sipil dari adanya

kebijakan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011 antara lain;

a. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011 menjadikan para
Pegawai Negeri Sipil mempunyai catatan - catatan pribadi untuk dijadikan
bukti pada realisasi SKP pada akhir tahun, sehingga secara tidak langsung
meningkatkan kedisiplinan pegawai itu sendiri dan hal ini juga bisa dilihat
dari rekapan absen dari bulan Februari - Juni 2016.

b. Pegawai Negeri Sipil diminta untuk bekerja dengan optimal dan diharapkan
bisa meningkatkan kedisipilinan dan kemajuan dalam melaksanakan tugas
masing-masing.

¢. Dapat memacu kinerja para Pegawai Negeri Sipil untuk mengejar prestasi

d. Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk bekerja dengan optimal karena adanya
penilaian terhadap kinerja pribadi masing — masing, dan hal ini diharapkan
bisa meningkatkan kedisipilinan dan kemajuan dalam melaksanakan tupoksi

e. Terjadi perubahan dalam penilaian Pegawai Negeri Sipil dari para penilai.

Para Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di UPT Dinas Pendidikan

Kecamatan Karimun tidak semuanya merasakan ada perubahan dan penerapan

kebijakan penilaian Pegawai Negeri Sipil melalui Peraturan Pemerintah No. 46

tahun 2011. Penerapan kebijakan ini dianggap oleh sebagian kecil Pegawai Negeri

Sipil sebagai sesuatu yang memberatkan ditengah semakin banyaknya tugas yang

didapatkan dari atasan. Hal ini dijadikan sebagai alasan bagi Pegawai Negen Sipil

tersebut beranggapan bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan perubahan yang
signifikan tetapi hanya menciptakan kedisiplinan dan peningkatan kinerja yang

bersifat terpaksa karena aturan yang sudah bersifat mengikat.
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Karimun, dari 6 orang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi responden
terdapat 2 orang responden yang tidak mampu menyusun SKP dan 4 orang
responden yang mampu menyusun SKP. Adanya Pegawai Negeri Sipil di UPT
Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun yang tidak mampu menyusun SKP
menjadi suatu permasalahan akan adanya kebijakan pemerintah tanpa melihat
kompetensi PNS yang menjadi sasaran dari suatu kebijakan tersebut.

Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011
yang mensyaratkan para Pegawai Negen Sipil harus memiliki kemampuan dan
keharusan dalam menyusun SKP yang berkaitan dengan rencana kerja tahunan
instansi. Memang di dalam penyusunan tersebut memuat mengenai kegiatan tugas
jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 tahun yang bersifat
nyata dan dapat diukur. Adanya Pegawai Negeri Sipil yang belum mampu
menyusun harus ada solusinya melalui upaya-upaya yang bisa dilakukan para
penilai ataupun pejabat tinggi kepegawaian dalam mengatasi kesulitan pegawai
dalam menyusun.

Berkaitan dengan kesulitan pegawai dalam menyusun Sasaran Kerja
Pegawai, langkah yang dapat dilakukan para pejabat tinggi atau tim penilai adalah
melalui upaya pelatihan atau training para Pegawai Negeri Sipil mengenai cara
penyusunan. Melalui pelatihan penyusunan, akan mampu memberikan
pengetahuan, pemahaman, dan skill dalam menyusun dengan baik dan kredibel.
Peningkatan kompetensi dan skill Pegawai Negeri Sipil menjadi langkah yang
tepat dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan

pelayanan yang maksimal di masyarakat.
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Kesulitan Pegawai Negeri Sipil di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Karimun dalam menyusun dipengaruhi oleh adanya ketidak sesuaian antara
sasaran kerja yang harus dilakukan dengan tupoksi yang ada. Hal ini membuat
para PNS yang ada di Instansi tersebut menjadi kesulitan dalam penyusunan
sehingga lebih banyak diantara mereka meminta bantuan temannya yang lebih
paham dalam penyusunan SKP tersebut. Faktor lainnya yang mempengaruhi
adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mampu menyusun SKP karena baru
ditempatkan bekerja di UPT dan banyaknya kerja tambahan dari pimpinan.
Berhubung PNS yang baru bekerja di UPT dan belum mengetahui mengenai
adanya kewajiban dalam menyusun SKP sehingga seharusnya diberikan waktu
terlebih dahulu untuk mempelajari mengenai cara penyusunan SKP melalui
fasilitasi pelatihan dari atasan atau tim penilai.

Disamping itu, adanya kerja tambahan yang diberikan ke Pegawai Negeri
Sipil membuat waktu mereka menjadi lebih terporsir dan menjadi kendala waktu
menyusun SKP sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan para penilai. Atasan
seharusnya tidak memberikan tugas tambahan terlalu banyak kepada Pegawai
Negeni Sipil ketika ada plot waktu yang ditetapkan untuk menyusun SKP. Hal ini
dilakukan untuk menghindari terjadinya penilaian yang buruk kepada Pegawai
Negeri Sipil dari tim penilai akibat dari tidak dilakukannya penyelesaian SKP oleh
PNS bersangkutan. Tidak hanya itu, PNS yang tidak menyelesaikan SKP akan
diberikan sanksi oleh pejabat penilai. Pemberian sanksi kepada Pegawai Negeri
Sipil yang tidak membuat dan menyelesaikan SKP telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah No.46 tahun 2011. Bentuk sanksi yang diberikan kepada Pegawai

Negeri Sipil yang tidak membuat SKP adalah hukuman disiplin sesuai dengan
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ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

Penyusunan SKP memang tidak semudah yang dibayangkan oleh pihak
penilai. Pembuatan target kerja dan sasaran yang harus dicapai disesuaikan
dengan tupoksi yang ada. Untuk itu, dalam penyusunan SKP harus mengikuti cara
penyusunan yang dijabarkan pada “Pedoman Teknis Penyusunan SKP”. Pedoman
teknis yang menjadi landasan dalam penyusunan SKP diterbitkan oleh Kepala
Badan Kepegawaian Negara.

Jika kita mengkaji mengenai Sasaran Kerja Pegawai, maka tidak akan
terlepas dari target dan realisasi. Sasaran Kerja Pegawai memuat kegiatan tugas
Jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat
nyata dan dapat diukur. Disamping itu, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa
Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai akan dijatuhi
hukuman disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur disiplin
Pegawai Negeri Sipil . Langkah ini akan memberikan nilai tambah dalam upaya
menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan
berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem
prestasi kerja.

Sejauh ini dapat dilihat dampak positif terhadap pemberlakuan Peraturan
Pemerintah No. 46 tahun 2011 terhadap kinerja para Pegawai Negeri Sipil yang
ada di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun. Melalui pemberlakuan dari
Peraturan Pemerintah ini terjadi suatu peningkatan kinerja Pegawai Negen Sipil
yang lebih optimal. Bukti dari kinerja Pegawai Negeri Sipil yang lebih optimal

adalah terjadinya realisasi dari rencana kerja melebihi dari target yang menjadi
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ukuran kinerja normal. Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini kinerja
Pegawai Negeri Sipl di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun hanya
mencapai target sesuai dengan rencana dan belum pernah melebihi target, dari 6
(enam) Pegawai Negeri Sipil, terdapat 3 (tiga) orang yang melebihi target dan 3

(tiga) orang lagi sesuai target.

Perilaku kerja yaitu setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang
dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perilaku kerja menjadi
aspek penilaian yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011
karena menyangkut etika dari para PNS dalam menjalankan tugasnya yang sesuai
dengan koridor sehingga mampu memberikan teladan bagi masyarakat dalam
menjalankan amanah sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.

Perilaku kerja yang baik tercermin dari adanya penerapan aspek-aspek
yang menjadi indikator penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
ketetapan dari Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011. Aspek-aspek yang
dimaksud antara lain Orientasi pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin,
Kerjasama, dan Kepemimpinan. Aspek-aspek ini sudah menjadi keharusan bagi
para PNS di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun untuk diterapkan.
Penjelasan dari aspek-aspek tersebut dapat dilihat pemaparannya dibawah ini.

a. Orientasi Pelayanan

Melalui pelayanan yang baik yang diberikan PNS di UPT Dinas
Pendidikan Kecamatan Karimun akan meningkatkan kepercayaan (trusr)
masyarakat. Orientasi yang diharapkan adalah pelayanan yang prima dan para

PNS harus diupayakan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan para PNS
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agar dapat menumbuhkan dedikasi dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya
kepada masyarakat untuk tetap percaya terhadap kinerja yang sudah dan yang
akan dilakukan,

Dalam mewujudkan pelayanan prima dari PNS harus memperhatikan
mengenai sikap, perhatian dan tindakan atau kinerja. Melalui pelayanan prima
dan para PNS diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan dan kepuasan kepada
masyarakat, menjaga agar masyarakat merasa dipentingkan dan diperhatikan, dan
mempertahankan agar masyarakat tetap percaya dan setia terhadap pelayanan
yang diberikan PNS.

b. Integritas

Penegakan integritas pada diri PNS di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Karimun akan menciptakan gaya hidup dan gaya kerja yang serba cepat, efektif,
produktif, kreatif, serta sesuai harapan stakeholder dan shareholder. Integritas
adalah sebuah nilai yang selalu menjadi dasar untuk menjamin kejujuran nilai-
nilai lainnya. Bila integritas pribadi lemah atau bocor dalam karakter pribadi,
maka dapat dipastikan nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab,
ketekunan, kerajinan, keberaniaan, keterusterangan, kepercayaan, kesetiaan,
kearifan, dan profesionalisme, pasti tidak akan berfungsi seperti seharusnya.

Jika melihat konsep dari integritas di atas, pemaknaan integritas dalam diri
PNS dapat dikaitkan dengan adanya suatu hubungan antara integritas sebagai diri
sendiri, pandangan identitas integritas, integritas sebagai standing for something
dan integritas sebagai tujuan moral. Apabila hal ini mampu dijadikan sebagai

pedoman bagi para PNS yang bekerja di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
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Karimun akan tercipta snasana kerja yang harmonis, etos kerja akan meningkat,
dan prestasi kerja akan terwujud.
¢. Komitmen

Komitmen organisasi mencerminkan bagaimana seorang individu Pegawai
Negeri Sipil mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi UPT Dinas
Pendidikan Kecamatan Karimun dan terikat dengan tujuan-tujuannya. Atasan
disarankan untuk meningkatkan kepuasan kerja dengan tujuan untuk mendapatkan
tingkat komitmen yang lebih tinggi. Selanjutnya, komitmen yang lebih tinggi
dapat mempermudah terwujudnya produktivitas yang lebih tinggi.

Komitmen Pegawai Negeri Sipil Kantor UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Karimun diwujudkan dalam bentuk kesetiaan dan tanggung jawab
terhadap segala tugas yang diberikan oleh atasan. Disamping itu, kesetiaan
mereka terlihat dari lama bekerja di instansi tersebut tanpa ada rasa acuh dalam
menjalankan tugas dan tanpa ada tekanan dari tugas yang diberikan oleh atasan.

d. Disiplin

Pada dasarnya terdapat beberapa indikator yang membentuk kedisiplinan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun antara
lain tujuan dan kemampuan pegawai, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan,
waskat (pengawas melekat), sanksi hukum, ketegasan pimpinan, dan hubungan
kemanusiaan. PNS yang disiplin berarti PNS tersebut telah melaksanakan apa
yang telah disetujui bersama antara pimpinan dengan para pekerja baik berupa
persetujuan tertulis, lisan maupun berupa peraturan-peraturan dan kebiasaan.

Munculnya sikap disiplin pada diri PNS di lingkungan kerja UPT Dinas

Pendidikan Kecamatan Karimun karena adanya keinginan untuk berprestasi dalam
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bekerja dan meningkatkan daya saing dari instansi tersebut. Adanya perhatian dan
pengawasan yang serius dari pimpinan menjadi alasan lainnya para PNS menjadi
lebih disiplin bekerja dan mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh pimpinan
dengan penuh tanggung jawab serta dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini
terlihat juga dari persentase kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada Kantor UPT
Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun.

e. Kerjasama

Dalam suatu organisasi dalam sebuah instansi terutama kaitannya dengan
instansi yang menjadi objek penelitian (UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Karimun), untuk mencapai tujuan bersama diperlukan suatu kerjasama dari
Pegawai Negeri Sipil yang ada di dalamnya. Pentingnya menjalin kerjasama
dalam organisasi akan berdampak positif terhadap kinerja yang efektif. Salah satu
hal yang mengawali lahimnya kerjasama adalah jalinan komunikasi yang baik.
Komunikasi merupakan hal terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi atau
instansi. Jika PNS atau pegawai dalam UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Karimun tersebut menjalin komunikasi dengan baik maka UPT tersebut
mempunyai peluang besar untuk meraih keberhasilan.

Kesuksesan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun yang didasari
kemampuan para PNS atau pegawai untuk bekerja sama ditentukan oleh
komunikasi yang baik. Oleh karena itu, UPT tersebut mempunyai kewajiban
untuk mengembangkan komunikasi dari berbagai pihak, baik itu antara
pemimpin, pegawai / PNS, dan masyarakat di sekitar lingkungan kerja agar dapat

membantu mewujudkan kerjasama tim yang baik.
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f. Kepemimpinan

Peran pemimpin dalam suatu organisasi atau instansi sangat diperlukan
dalam mencapai tujuan yang diinginkan dari organisasi tersebut. Hal tersebut juga
yang menjadi harapan dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun untuk
membawa instansi ini mencapai tujuan yang diharapkan. Hadimya seorang
pemimpin yang efektif di instansi ini menjadi harapan besar bagi para stakeholder
terkait untuk menciptakan iklim kerja yang baik dan disiplin, serta membawa
instansi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun mencapai tujuan yang
diharapkan bersama.

Pimpinan dari instansi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun yang
ada saat ini termasuk dalam kategori pemimpin yang efektif. Bukti dari
pernyataan tersebut terlihat dari kemampuannya dalam menciptakan iklim kerja
yang kondusif, mengayomi para PNS atau pegawai honorer dalam bekerja
disiplin, serta memiliki jiwa yang visioner dalam mewujudkan instansi ini
mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Implementasi perilaku kerja yang baik bagi setiap PNS di UPT Dinas
Pendidikan Kecamatan Karimun tidak menjadi hal yang sulit karena hal ini
dianggap sebagai kebutuhan dalam menunjang peningkatan karir dan prestasi
kerja. Sebaliknya, perilaku kerja yang buruk yang tercermin pada diri PNS akan
berdampak buruk tidak hanya pada diri individu tetapi juga pada rekan kerja
maupun instansi yang menjadi tempat bernaung. Salah satu contohnya ketika
perilaku tidak disiplin ada pada diri individu PNS, sehingga pekerjaan yang

diberikan atasan tidak mampu diselesaikan tepat waktu. Akibatnya program dan
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kegiatan perusahaan menjadi terhambat dan akan mengorbankan rekan kerja
untuk menyelesaikan tugas tersebut.

Kaitannya dengan penilaian perilaku kerja yang termuat pada Peraturan
Pemerintah No. 46 tahun 2011, selama ini tidak ada hambatan dalam hal penilaian
perilaku kerja di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun. Para Pegawai
Negeri Sipil yang ada di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun memiliki
tingkat kedisiplinan atau kehadiran yang baik. Partisipasi dari atasan dalam
membangun budaya disiplin kerja berlaku di lingkungan UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Karimun. Upaya yang dilakukan atasan jika ada pegawai yang
melanggar aturan disiplin atau undisipliner, akan diberikan pembinaan secara
lisan dan langkah terakhir melalui teguran secara tertulis kepada Pegawai Negeri
Sipil yang sulit untuk dibina.

Penilaian perilaku kerja di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun
dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai kepada PNS sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan. Hasil pengamatan pejabat penilai akan menentukan
tingkat prestasi kerja dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. Pejabat penilai di
UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun merupakan atasan langsung dari
Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi untuk
terlibat langsung terhadap semua kegiatan yang dilakukan Pegawai Negen Sipil
yang dinilai. Melalui langkah tersebut akan menjadi lebih valid terhadap hasil
akhir dari penilaian dan bisa diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.

Berkaitan dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak penilai dalam
mewujudkan penilaian yang transparan dan akuntabel, sikap yang diambil oleh

pihak penilai di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun antara lain
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melakukan penilaian sesuai dengan aturan yang disepakati, mempertimbangkan
segala masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat, dan minta masukan dari
Kepala UPT Dinas Pendidikan sebagai atasan dari pejabat penilai. Sikap ini
dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian sesuai dengan kerja nyata dari

pegawai yang akan dinilai.

Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Karimun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 terdiri
dari 2 (dua) unsur yang dinilai yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku
kerja. SKP (Sasaran Kerja Pegawai), yaitu: rencana kerja dan target yang akan
dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. Perilaku kerja, yaitu: setiap tingkah
laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau tidak
melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, umumnya Pegawai Negeri
Sipil mengalami suatu kesulitan dalam menyusun Sasaran Kerja Pegawai dan
menerapkan perilaku kerja yang sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh

institusi atau lembaga tempat bernaung.

D. Hambatan dan Masalah yang Dihadapi PNS dalam Merealisasikan PP
No. 46 tahun 2011 pada Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Karimun

Melalui evaluasi kebijakan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang
efektifitas, effisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan
diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat dan kredibel mengenai nilai-

nilai atau manfaat dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011.
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Berdasarkan evaluasi kebijakan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang disampaikan
Dunn (2000) tersebut, justru menuai berbagai kendala dan hambatan dari kegiatan
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dari pemberlakuan kebijakan pemerintah
mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011.

Kebijakan pemerintah terkait Penilaian Prestasi Kerja Pegawai melalui PP
No. 46 tahun 2011 menjadi penyempurna dari kebijakan pemerintah sebelumnya
yang terfokus hanya pada Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
melalui Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1979. Jika berbicara masalah
kebijakan tidak terlepas dari instrumen yang menjadi ukuran dari berhasil atau
tidaknya kebijakan tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, yang menjadi instrumen dalam
penilaian prestasi kerja yaitu Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.

Pelaksanaan dari kegiatan penilaian tersebut tidak terlepas dari masalah
dan hambatan yang akan dihadapi oleh tim penilai. Masalah dan hambatan yang
dihadapi dalam melakukan penilaian Sasaran Kerja Pegawai di UPT Dinas
Pendidikan Kecamatan Karimun adalah :
(a) Terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil yang belum paham mengenai
penyusunan Sasaran Kerja Pegawai yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
oleh Badan Kepegawaian Negara, sehingga menjadi suatu kesulitan bagi penilai
dalam memberikan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil bersangkutan.
(b) Terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil yang mengerjakan Sasaran Kerja
Pegawai melebihi batas yang telah ditentukan oleh tim penilai yaitu sampai Akhir
Desember dan paling terakhir pada awal Januan.

(¢) Terdapatnya Pegawai Negeri Sipil yang baru dimutasi di lokasi penilaian.
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(d) Pegawai yang berstatus honorer pada Kantor UPT Dinas Pendidikan

Kecamatan Karimun.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



43193.pdf

BABY
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Dan 6 (enam) responden yang ada pada Kantor UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Karimun semuanya telah megetahui akan adanya Peraturan
Pemerintah No. 46 tahun 2011 ( Sasaran Kerja Pegawai), meskipun dalam
pelaksanaannya hanya 50% yang benar-benar merealisasikan sesuai
aturan. Kendala-kendala yang dihadapi misalnya masih ada Pegawai
Negeri Sipil yang belum mengerti tata cara penyusunan Sasaran Kerja
Pegawai atau disebabkan karena banyaknya tugas tambahan dan atasan,
namun ini tidak menghambat jalannya aktifitas Pegawai Negeri Sipil
karena selalu ada solusi yang diberikan oleh atasan.

2. Sedangkan manfaat yang dapat dilihat adalah adanya catatan-catatan
pribadi yang menjadi target kerja sesuai dengan program yang
direncanakan. Kondisi ini menjadi sebuah peningkatan prestasi kerja PNS
dari adanya kebijakan pemerintah melalui penerbitan Peraturan
Pemerintah No. 46 tahun 2011.

3. Keterlambatan tunjangan yang menjadi hak Pegawai Negeri Sipil tidak ada
kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, karena

tunjangan masih sama untuk tiap Pegawai Negeri Sipil.

108
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Saran
Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Pimpinan perlu memberikan penegasan tentang Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) bagi para Pegawai Negeri Sipil agar benar-benar dipahami dan
dilaksanakan, karena ini sangat mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2011 tentang penilaian prestasi kerja terutama yang berkaitan dengan
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) terhadap Pegawai Negeri Sipil yang ada di
UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun perlu ada upaya yang dapat
dilakukan antara lain melalui pelatihan dan pengembangan PNS terutama
terkait dengan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) karena selama
ini yang menjadi permasalahan pegawai saat ini mengalami kesulitan

dalam penyusunan SKP.
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Tanjungbalai Karimun, September 2016
Hal : Mohon Bantuan wawancara
Kepada Yth :

Bapak / Ibu Pegawai

Di-
Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan bahwa saya bermaksud mengadakan penelitian pada
Pegawai Kantor UPT Dinas pendidikan Kecamatan Karimun. Penelitian ini
dilaksanakan dalam rangka penulisan thesis sebagai salah satu syarat dalam
penyelesaian studi pada program Pasca Sapana Universitas Terbuka jurusan
Administrasi Publik, dengan judul “ Evaluasi Kebijakan Penilaian Kinerja PNS
(Studi Perubahan PP No. 10 Tahun 1979 tentang DP 3 menjadi PP No. 46 Tahun
2011 tentang SKP pada Kantor UPT Dinas pendidikan Kecamatan Karimun).”

Sehubungan dengan maksud di atas, saya sangat mengharapkan bantuan Saudara
untuk bersedia diwawancara sesuai dengan pendapat dan pengalaman yang
dimiliki.

Bantuan dan partisipasi Saudara merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi

terselenggaranya penelitian ilmiah ini. Dan untuk itu semuanya saya ucapkan

terima kasih.

Hormat Saya,

Noffia Zarina
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PERTANYAAN WAWANCARA

A. Identitas Responen

1. Nama:

2. Umur:

3. Pendidikan Terakhir :

4. Status Kepegawaian : PNS/Honorer (*Pilih salah satu sesuai status tempat

kerja)
S. Jabatan :

PERTANYAAN :

1. Apakah anda/saudara/i mengetahui mengenai PP No. 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Kinerja PNS (SKP) ?

a. Sudah b. Belum

2. Kapan biasanya anda/saudara/i menyusun SKP?

a. Awal tahun b. Pertengahan Tahun c. Akhir tahun 4. Lainnya.............

3. Apakah anda/saudara/i mampu dan memahami cara menyusun SKP?

a. Ya b. Tidak c. Alasan lainnya...............

4. Menurut anda apakah terdapat perubahan kerja selaku pegawai setelah adanya
perubahan penilaian kinerja PNS dari PP No.10 tahun 1979 (DP3) menjadi PP
No46 tahun 2011 (SKP) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
KATIMUNT ..ottt et e e st b e ennane

5. Kendala yang biasa anda/saudara/i hadapi dalam penyusunan SKP ?

6. Apa ada hukuman / sanksi yang dikenakan pada pegawai yang tidak

menyusun SKP di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun ?
a. Ada b. Tidak
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7. Berkaitan dengan no.6 kalau ada hukuman / sanksi nya seperti apa?

...................................................................................................

8. Sejauh mana realisasi kerja berjalan terhadap target ?
a. Dibawah target
b. Sesuai target
¢. Melebihi target
d. Lainnya...........ccoevenenennn.n.
9. Jika belum tercapai (berkaitan dengan no. 8) faktor-faktor apa saja penyebab
SKP (anda) belum / tidak tercapai di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Karimun

10. Apabila anda pejabat penilai, apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan PP
No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja?

...............................................................................................................................

11. Apabila anda Pejabat penilai , bagaimana sikap anda dalam melakukan
penilaian prestasi kerja PNS di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun ?

(sebutkan kalau ada yang lain )

a. dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat
di lingkungan kerja
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12. Dilihat dari segi kesejahteraan, apakah gaji, tunjangan, dan sejenisnya
dibayarkan tepat waktu ?, berikan sedikit ulasan jawaban bapak / ibu mengenai
kesejahteraan jika dikaitkan dengan pelaksanaan PP Nomor 46 tahun 2011 !

a . lya, tepat waktu
b. Terlambat,

..........................................................................................

...................................................................
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A. Identitas Responen

Nama :

Umur : 49 Tahun

Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana

Status Kepegawaian : Pegawai Negeri Sipil

Jabatan : Ka. UPT DInas Pendidikan Kecamatan Karimun

oo o

Hasil wawancara :

1. Apakah anda/saudara/i mengetahui mengenai PP No. 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Kinerja PNS (SKP) ? sudah

2. Kapan biasanya anda/saudara/i menyusun SKP? Awal tahun
Apakah anda/saudara/i mampu dan memahami cara menyusun SKP? Iya

4. Menurut anda apakah terdapat perubahan kerja selaku pegawai setelah adanya
perubahan penilaian kinerja PNS dari PP No.10 tahun 1979 (DP3) menjadi PP
No.46 tahun 2011 (SKP) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun?

Jelas ada, pada saat penilaian kinerja melalui DP3 para pegawai / staf itu
tidak tahu persis apa yang dilakukan meskipun tupoksi sudah ada. Dengan
berubahnya penilaian menjadi SKP tiap — tiap perorangan sudah membuat
rencana kerja masing — masing, melaksanakannya dan megevaluasi apa yang
sudah dibuat pada akhir tahun. Artinya tiap — tiap orang / staf sudah
melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang direncanakan dan memberi
penilaian pada pekerjaan tersebut.

5. Kendala yang biasa anda/saudara/i hadapi dalam penyusunan SKP ?

Sebagai atasan kendala yang dihadapi itu tidak ada. Tetapi secara
keseluruhan pada kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun
meskipun terdapat tumpang tindih dalam bekerja, tetapi apa yang dikerjakan
terekam dalam buku harian masing — masing, apa pun yang dikerjakan dan
belum dikerjakan setiap hari. Untuk diketahui pada kantor UPT setiap orang
membuat catatan apa yang dikerjakan setiap harinya dan ini menjadi
pertanggungjawaban realisasi target kerja staf tersebut. Dan sebagai atasan
pejabat penilai apabila ada tugas tambahan a,b atau c, pegawai tersebut
harus siap melaksanakannya, dan ini  menjadi catatan tugas tambahan
hantinya.

6. Apa ada hukuman / sanksi yang dikenakan pada pegawai yang tidak
menyusun SKP di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun ? ada

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



HASIL WAWANCARA

43193.pdf

7. Berkaitan dengan no.6 kalau ada hukuman / sanksi nya seperti apa?

Yang bersangkutan dipanggil untuk ditanyai alasan mengapa SKP di awal
tahun tidak disusun, dan akan diberikan solusi atas permasalahan yang
bersangkutan.

8. Sejauh mana realisasi kerja berjalan terhadap target ? melebihi target

9. Jika belum tercapai (berkaitan dengan no. 8) faktor-faktor apa saja penyebab
SKP (anda) belum / tidak tercapai di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Karimun

10. Apabila anda pejabat penilai, apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan PP
No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja khususnya prilaku kerja?

Pada prinsipnya kita tetap memberikan pengarahan dan bimbingan. Sejauh
ini dilihat dari kehadiran yang baik, apabila ada pegawai yang melanggar,
mereka masih bisa diberikan pembinaan secara lisan, dan yang paling akhir
teguran secara tertulis.

11. Apabila anda Pejabat penilai , bagaimana sikap anda dalam melakukan
penilaian prestasi kerja PNS di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun ?

Selain dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang
setingkat di lingkungan kerja , saya selaku atasan tetap melihat hasil dari
realisasi yang dibuat pada SKP, apakah sesuai dengan rencana / target yang
dibuat.

12. Dilihat dari segi kesejahteraan, apakah gaji, tunjangan, dan sejenisnya
dibayarkan tepat waktu ?, berikan sedikit ulasan jawaban bapak / ibu mengenai
kesejahteraan jika dikaitkan dengan dengan pelaksanaan PP Nomor 46 tahun
2011!

Untuk keterlambatan pembayaran pasti ada pengaruh, namun selaku pimpinan
kita memberi pengertian terhadap diri sendiri, begitu juga dengan staf, kita
berikan alasan - alasan yang terbuka sebab keterlambatan tersebut.

Apabila dikaitkan dengan kinerja UPT hal ini tidak mempengaruhi, tugas
melayani tetap dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya. Namun
selaku pimpinan, tetap berharap kepada pihak yang terkait dalam hal ini
Dinas Pendidikan untuk merealisasikan tepat waktu. Jika dikaitkan dengan PP
Nomor 46 Tahun 2011 keterlambatan ini bisa didefinisikan sebagai alasan
untuk memberi tunjangan yang berbeda sesuai dengan kinerja PNS, akan
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tetapi sampai saat ini hal itu belum terlaksana, khususnya dikantor UPT Dinas
Pendidikan Kecamatan Karimun.

Tg. Balai Karimun, November 2016

Responden
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PROGRAM PASCA SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS TERBUKA
UPBJJ UT BATAM /13
2016
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A. Identitas Responen

Nama :

Umur ; 36 Tahun

Pendidikan Terakhir : Sarjana

Status Kepegawaian : Pegawai Negeri Sipil

e Jabatan : Kasubbag Tu UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun

oo

B. Hasil wawancara

1. Apakah anda/saudara/i mengetahui mengenai PP No. 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Kinerja PNS (SKP) ? sudah
Kapan biasanya anda/saudara/i menyusun SKP? Awal tahun

3. Apakah anda/saudara/i mampu dan memahami cara menyusun SKP? Ya

Menurut anda apakah terdapat perubahan kerja selaku pegawai setelah adanya
perubahan penilaian kinerja PNS dari PP No.10 tahun 1979 (DP3) menjadi PP
No.46 tahun 2011 (SKP) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun?
Ada, dengan adanya PP No. 46 tahun 2011 tiap PNS maupun honorer di kantor
mempunyai catatan — catatan pribadi untuk dijadikan bukti pada realisasi
SKP pada akhir tahun, sehingga secara tidak langsung meningkatkan
kedisiplinan pegawai itu sendiri. Untuk honorer tetap membuat SKP , karena
ini juga sebagai syarat untuk memperpanjang kontrak mereka setiap tahun.

5. Kendala yang biasa anda/saudara/i hadapi dalam penyusunan SKP ? untuk
pribadi tidak ada, tetapi sebagai pejabat penilai ada kendala yang dihadapi,
yaitu pegawai ada bekerja diluar dari tupoksi mereka, ini dikarenakan
penempatan mereka seharusnya bukan di UPT , tetapi karena SK sudah di
UPT, mau tidak mau mereka bekerja disitu.

6. Apa ada hukuman / sanksi yang dikenakan pada pegawai yang tidak

menyusun SKP di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun ? ada

7. Berkaitan dengan no.6 kalau ada hukuman / sanksi nya seperti apa?
sebagai pejabat penilai saya akan memanggil yang bersangkutan untuk
menanyai alasan dan kendala yang dihadapi, dan akan diberikan solusi atas

permasalahan yang bersangkutan. Biasanya saya selaku pejabat penilai yang
akan membantu secara langsung maupun tidak langsung

Sejauh mana realisasi kerja berjalan terhadap target ? melebihi target

9. Jika belum tercapai (berkaitan dengan no. 8) faktor-faktor apa saja penyebab
SKP (anda) belum / tidak tercapai di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Karimun
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10. Apabila anda pejabat penilai, apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan PP
No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja?

Tidak, dilihat dari kehadiran yang baik, dan apabila ada pegawai yang
melanggar, mereka masih bisa diberikan pembinaan secara lisan.

11. Apabila anda Pejabat penilai , bagaimana sikap anda dalam melakukan
penilaian prestasi kerja PNS di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun ?

dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di
lingkungan kerja

12. Dilihat dari segi kesejahteraan, apakah gaji, tunjangan, dan sejenisnya
dibayarkan tepat waktu ?, berikan sedikit ulasan jawaban bapak / ibu mengenai
kesejahteraan jika dikaitkan dengan dengan pelaksanaan PP Nomor 46 tahun
2011!

Kalau gaji paling hanya terlambat 1-2 hari saja, bagi saya itu tidak masalah.
Tetapi tunjangan setiap bulannya sering terlambat, hal ini mungkin karena
UPT menjadi tempat distribusi pembayaran sekolah-sekolah, apabila sekolah
lambat mengantarkan amprah, hal ini berpengaruh juga akan keterlambatan
pembayaran untuk bulan depannya. Secara pribadi keterlambatan ini tidak
menganggu pekerjaan saya, tetapi sebagai Kasubbag Tu saya merasa ada
beberapa dari staf yang mengeluh, apalagi rata — rata pegawai untuk gaji itu
sudah tidak full lagi penerimaannya, karena sudah dipotong pinjaman bank.
Mereka sangat mengharapkan sekali tunjangan itu untuk menambah
pemasukan bulanan, tetapi dengan sering terlambatmya pembayaran hal ini
sedikit berpengaruh terhadap kinerja. Tetapi saya masih menunggu apakah
keterlambatan ini nantinya akan mewwjudkan pelaksanaan PP Nomor 46
Tahun 2011 akan adanya perbedaan besaran tunjangan tiap Pegawai Negeri
Sipil sesuai dengan kinerja mereka.

Tanjung balai Karimun, Oktober 2016

Responden
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A. Identitas Responen

Nama :

Umur : 36 TAHUN

Pendidikan Terakhir : SARJANA

Status Kepegawaian : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

U R L

B. Hasil wawancara

1. Apakah anda/saudara/i mengetahui mengenai PP No. 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Kinerja PNS (SKP) ? sudah

2. Kapan biasanya anda/saudara/i menyusun SKP? Akhir tahun

3. Apakah anda/saudara/i mampu dan memahami cara menyusun SKP? ridak

4. Menurut anda apakah terdapat perubahan kerja selaku pegawai setelah adanya
perubahan penilaian kinerja PNS dari PP No.10 tahun 1979 (DP3) menjadi PP

No.46 tahun 2011 (SKP) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun?
Perubahan secara signifikan tidak ada, hanya sekarang lebih dituntut (lebih )
bekerja dengan optimal karena adanya penilaian terhadap kinerja pribadi

masing — masing, dan hal ini diharapkan bisa meningkatkan kedisipilinan dan
kemajuan dalam melaksanakan tupoksi.

5. Kendala yang biasa anda/saudara/i hadapi dalam penyusunan SKP ?

Belum mengerti sepenubnya bagaimana pengisian SKP, dan selama ini minta
bantuan teman

6. Apa ada hukuman / sanksi yang dikenakan pada pegawai yang tidak
menyusun SKP di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karimun ? ada

7. Berkaitan dengan no.6 kalau ada hukuman / sanksi nya seperti apa?

Pemanggilan oleh atasan / pimpinan, untuk dipertanyakan apa kendala
penyusunan SKP dan diberi batas waktu agar SKP segera disusun.

8. Sejauh mana realisasi kerja berjalan terhadap target ?
sesuai target

9. Jika belum tercapai (berkaitan dengan no. 8) faktor-faktor apa saja penyebab
SKP (anda) belum / tidak tercapai di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan

Karimun ---
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